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BUPATI BOALEMO

PROVINSI GORONTALO

) PERATURAN BUPATI BOALEMO '

~ NOMOR 46 TAHUN 2018

- TENTAN G

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMA.T TUI-IAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BOALEMO

‘bahwa untuk memenuhi ketentlian Pasal 6 Peraturan
-.Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2018 -
 tentang Perubahan Anggaran Pendap_atan; dan Belanja
" Daerah Tahun. Anggaran 2018 'sebagaij..lahdasan

operasional  pelaksanaan Perubahan  Anggaran

~ Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Un_dang - 'Undang Nomor.._ 28 Tahun ___1999 | tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemb'ar'a'ﬁ Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

__Lembara_n Negara Repubhk Indonesua. Nomor 358 1);

i Undang ~‘ Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

_ Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara'

Republik Indonema Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor -3899),

.sebagalmana telah diubah dengan Undang - Undang

Nomor 10 Tahun 12000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang

. -Pemberitukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
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'Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonema Nomor 4286),

.'U_ndang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentahg

Pérbehdahar_‘aan -Negara_ (Lemb_a_ran Negara. ‘Republik -

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Nega_ra Repubhk Indonesia Nomor 4355)

._:Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang'

Pemeriksaan - Pe__ng_elolaan dan 'I_‘anggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400)

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasmna] (Lembaran

'Negara'Republik' 'Indonesia Tahun 2004”'N0m0r 104,

 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indanema Nomor

- 10.

4421);

. Undang - Ur_ida_hg. Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Peﬂmbangaiﬁ ‘Keuangan antara Pem_erih_téh Pusat den
Pemerintahan "."Da:e'_rah -(Lémbaran ‘Negara ~Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
L'etnbaran Negafa Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (- Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan
Lembaran Negara Republik Inddnesia Nomor 5049);

. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Pératuran | Perundang -~ Undangan
(Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2011
Nomor 82 ’I‘ambahan Lembaran Negara Repubhk.__:.'
Indonesia Nomor 5234) |
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 - Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5587},

-sebagalmana telah diubah beberapa kah ~terakhir.
 dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

l
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. Negara Repubhk Indones1a Tahun 2015 Nomor 58,

12

13.

14,

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 3

R .:5679L |
11,

Undang—Undang Nomor 30 . Tahuri' 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Repubhk —
‘Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Ta_mbahan o

Lembaran Negara Repubhk Indonesia _N_ofrior 560 1).;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang |

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138); - | _
Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonema'
Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara- :
Republik Indonesm Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan - -Umum |

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

‘Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4502),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan-- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesa Nomof'45.75.) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahi_m 2005 tentang

‘Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara .

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576},
sebagaimana ‘telah diubah dengan. ~ Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentahg Perubahan
Atas Pératuran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeréh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia' Nomeor
5155); '
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- 19,
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--""Indone81a Tahun 2005 Nomor 139;‘ Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor 4577],
Peraturan Pemermtah Nomor ‘58 Tahun 2005 tentang

: Pengelo[aan Keuangan Daerah (Lembaran ‘Negara . S

Repubhk Indone31a Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4578);

.:.Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang_ _

-_Pedoman Pe_nyusunan dan_ Penerapan - Standarﬂ__'.:'_::

- 20.

- 21,
Standar Akuntan31 Pemenntahan (Lembaran Negara
- 22.

: 03,

24,

Pelayanan | Minimal (Lémbaran- Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.50 Tambahan g
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesua Nomor 4585), _
Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang . |

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan31 Pemerintah

.(Lembaran Negara - Republik Indonesia. Tahun 2006 -

Nomor 25, Tambahaﬁ Lembaran Negara Repubhk-" '
Indonesia Nomor 4614) '
Peraturan. Pemermtah Nomor 71 tahun 2010 tentang

Repubhk Indonema Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 51653);
Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pm_]aman Daerah (Lembara_n Negara Repubhk Indone31a
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan _Lembaran Negara
Repubhk Indone31a Nomor 5219); |

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Adm1n1strat1f P1mp1nan dan Anggota
Dewan Perwa.kllan_ Rakyat Daerah (Lembaran ‘Negara

‘Republik Indéne's_ia' Tahun 2017 Nomor 106); -

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ténfang Pedoman '. 'Peﬁgeloiaan Kéuangén Daerah
sebagéimana 'télah diubah beberapa ka]i terakhir
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor- 13 Tahun 2006 tentang

__'Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara |
' Repubhk Indones1a Tahun 2011 Nomor 3 10),

.
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Daerah

.'_Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 °

- tentang Pedoman Penmenan Hlbah dan Bantuan Sos1a1-

: Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah se_bagalmana ‘telah _dlubah. b_eberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembenan i

.__Hlbah dan’ Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

27.

- Anggaran Pendapa_tan dan Belanja . Daerah (Benta
' Negara _Repubhk Indo_nesm -Tahun_ 2016 Nomor_ _541) ;.

Pefaturan Menteri Dalam Negeri Noi'ricif 62 ’I‘ahun  2011

tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasmnal

Sekolah (Benta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2011

Nomor 807),

8.

30,

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015

'tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita. -
L . Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
- 29,

tentang P_edoman Peny_usunan Anggaran Pendapatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

dan Belanja Daerah Tahun Anggé.ran 2018 (Berita

'3 Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan ‘Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017

- tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara

Perencanaan, Pengendahan dan Evaluasi Pembangunan
Daerah Tata Cara . Evaluas1 Rancangan Peraturan
Daerah Tenta_ng Rencana Pembangunan Jangka
Pa,njang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana _'

Pembangunan Jangka ‘Panjang - Daerah " Rencana

_-__-Pembanguna.n Jangka Menengah Daerah Rencana. |

- ._Kezja Pemermtah Daerah (Benta Negara Repubhk'-
'_Indonesm Tahun 2017 Nomor 1312 ),
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Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun

_.__2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten'

o Boalemo Nomor 171],

- 32.

. | VY

Memperhatikan :1.

Peraturan Daerah Kabupaten Boalerno Nornor 7 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah '_
Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah_ Kabupaten |
Boalemo Tahun 2017 Nomor 7/66/2017],

. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4. Tahun' o

2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Ndrr'lo'r'4')';
Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 65 Tahun
2017 tentang Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ( Berlta Daerah:
Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675);

Keputusan Gubemur.Gorontalo Nomor 318 / 29/ IX/2018
Tentang Evaluasi Rancangan .Perat_l.i.ran_- __.Daerah
Kabupaten Boalemo Tentang | Perubahan Anggaran
Pendapaﬁl dan Belanja Daerah Kabupétén “Boalemo
Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati
Boalemo - Tentang Penjabaran Perubahan Aﬁggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2018;: |

. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Boalemo -Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Persetujuan
DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan Peraturan |
Daerah Kabupaten Boalemo ' Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 Dan Rancangan ‘Peraturan Bupati
Boalemo Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo
Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah

Kabupaten Boalemo.
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MEMUTUSKAN

' Menetapkan : PERATURAN  BUPATI 'BdALEMo'- TENTANG

PERUBAHAN =~ PENJABARAN ~ ANGGARAN
_* PENDAPATAN DAN BELANJA 'DAERAH TAHUN
~ ANGGARAN 2018. -

- Pasal 1

Anggaran Péndépétan dan Belanja Dae_rah Tahun Anggaran 2018 terdiri

atas:

' 1 Péﬁdap’atan terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah : = : _ .
1) Semula - Rp. 46.237.741.977,-

2) Bertambah/ berkurang . Rp. 3.883.269.961,-
- Jumlah Pendapatan asli daerah : - 7
setelah Perubahan: Rp. 50.121.011.938,-
b. Dana perimbangan ,
1) Semula - Rp. 691.915.891.000,-
2) Bertambah/ berkurang o Rp. O 00,-
Jumlah dana perimbangan
setelah Perubahan ' Rp. 691.915.891.000,-
c. Lain -lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula | ~ Rp. 90.010.249.000,-
2) Bertambah/ berkurang ' , Rp. 23.323.530.000.,-
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah _ o
" setelah Perubahan - - o Rp. 113.333.779.000.-
 Jumlah Pendapatan Setelah ‘ |

Perubahan . 7 Rp. 855.370.681.938,-

2. Belanja terdiri dari : _
- 1. Belanja tidak langsung :
a. Belanja pegawai

1) Semula : Rp. 267.999.190.165,-

2): Bertambah/berkurang o Rp. 42.235.212 574.85.-
Jumlah Belanja pegawai - ' : .
“setelah perubahan: - Rp. 310.234.402.739,85;~

-b. Belanja bunga ' | )

1) Semula o Rp. 442.249.642,-

2) Bertambah/ berkurang Rp ' 0.00.,'-'
Jumlah belanja bunga | : e
setelah perubahan: Rp. 442.249.642,-
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2) Bertambah/ berkuramg AR Rp' _'1.610.550.000,;' |
o -_ _'Jumlah belanja hibah - : IR o :
~ setelah perubahan - o Rp 13. 229 950 000 -
. Belanja bantuan kcuangan kepada Propmsx/ Kabupaten/ Kota -
& Pemermtah Desa : _ S S
‘1) Semula . T Rp.'111 645 99’121’6-.
- 2) Bertambah/ berkurang . . Rp.  9.049. 097 900 -
- Jumlah belanja bantuan keuangan kepadaPrownSI/
. Kabupaten/Kota & Pemermtahan Desa’ _ S
- setelah perubahan - Rp.120. 695 089. 116 -

e.. Belanja t1dak terduga N -
1) Semula e __'Rp'.__' ] 1.000.000.000,--‘,
2) Bertambah/ berkurang ~ ~ Rp.___ (229.370.000),
Jumlah belanja tldak terduga _ A - .
~ setelah Perubahan : . ° . Rp.  770.630.000,-
~ Jumlah Belanja Tidak Langsung o
~ Setelah Perubahan . - Rp.445.372.321.497,85,-

3. Belaﬁja lahgéﬁ:ig
a. Belan_]a pegawa1 T CL
1) Semula -~ Rp. 55.801.926.627,-

2) Bertambah/berkurang _ - _ . Rp.__9.882.739.415,46,-
Jumlah belanja pegawai = B S
setelah perubahan: . ... . - Rp. 65.684.666.042,46,-
b. Belanja barang dan_]asa R S
1) Semula - © . . Rp.151.048.557.235,-
2) Bertambah/ berkurang . Rp._53.538.560.111,28,-
Jumlah belanja barang dan Jasa '
| “setelah perubahan = R Rp. 204.5‘87.117.346,28,-
C. -BelanJa modal. o o _
1) Semula . Rp.209.998.004.109,-
2) Bertambah/ berkurang L Rp. 14 504. 612 051, 88 -
- Jumlah belanja modal o - -
_setelah perubahan: . - Rp. 224.502.616.160;88,-
g Jumlah Belanja Langsung Setelah : N e
* Perubahan " Rp.494.774.399.549,62,-

 Total Belanja Setelah Perubahan Rp. 940. 146.721.047,47,
Surplusl(Deﬁsit) Setelah Perubahan Rp. (84.776.039. 109, 47 9
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1) Semula " Rp. '100.000.000,-

2) Bertambah/ berkurang ‘ 'Rp 106.’384.602.092,47,—'
- Jumlah penerimaan S B R R
“setelah’ perubahan | Rp. 106.484.602.092,47,- - -
b. Pengeluaran o . e
1): Semula - = Rp. 18.708.562.983.-
" 2). Bertambah/ berkurang Rp. _3.000.000.000,-
- Jumlah pengeluaran _ o S L
- setelah perubahan . Rp. 21.708.562.983,-

Jumlah Pembiayan Netto Perubahan Rp. 84.7 76.039.109,47 .
- Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan _ ‘ Rp. -,0,-

Pasal 2

ngkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Daftar nama penérima, alamat penerima dan besaran hibah dirinci lebih

lanjut dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5 -

'Lamplran sebaga.lmana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dan Pasal 4

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pésal 6

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang - ditetapkan dalam-
peraturan ini dituangkan lebih lanjut . dalam Dokumen Pelaksanaan

- _Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesual dengan '
: :ketentuan Perundang-undangan

Pasal 7

' Proyeks1 anggaran belanja yang dananya bersumber dari dana penmbangan

dan lain - lain pendapatan daerah yang sah yang merupakan bag1an dari
pendapatan daerah, dapat direalisasikan sepanjang dana tersebut telah

¢
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" Pasal 8

- iPeraturan Bupatl 1n1 mulau berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar setlap ‘orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan

~ Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dala.m Benta Daerah
' K'abujjate'n Boalemo. ' ' ' :

' D1tetapkan di T11amuta

: D1undangkan d1 Tllamuta

'Pada tanggal . 02 Oktober 20 18

\

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 721 .



